BUPATI SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR 3§ TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI
HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DI KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,

Menimbang . a. bahwa dalam rangka mecningkatkan pclayanan dan
kescjahteraan masyarakat, Pemerintah Desa schagai
lembaga pemecrintahan terdepan  yang sccara
langsunig melayani masyarakat mcmpunyai hak
untuk memperoleh bagi hasil pajak dacrah dan
retribusi daerah, dan bagian dari dana perimbangan
keuangan pusat dan dacrah yang diterima oleh
Pemerintah Kabupaten Situbondo berupa Alokasi
Dana Decsa yang disalurkan melalui kas desa;

b. bahwa dalam rangka menjamin tertib pengelolaan
dan pemanfaatan Alokasi Dana Desa dan Bagian
dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kabupatcn agar scsuai dengan peraturan yang
berlaku, perlu adanya pedoman yang dapat menjadi
acuan bagi Pemerintah Desa dalam pengelolaan dan
pcmanfaatan Alokasi Dana Desa dan Bagian dari
Hasil Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah Kabupaten;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana
dimaksud pada huruf a dan hurufl b, dipandang
perlu  menctapkan  Peraturan  Bupati  entang
Pedoman Penyaluran Alokasi Dana Dcsa dan Bagian
dari Hasil Pajak Dacrah dan Retribusi Dacrah Di
Kabupaten Situbondo.

Jalan PB. Sudirman Nomor 1, Situbondo, Provinsi Jawa Timur
Telepon (0338) 671161 Email . info@pemdasitubondo.go.id



Mengingat

3.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Dacrah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9) sebagaimana tclah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Program Pembangunan Nasional (Lembaran Ncgara
Republik  Indonesia Tahun 2000 Nomor 206,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Kcuangan Ncgara  (Lembaran Negara Republik
Indonesia ‘Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
LLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sisten  Percncanaan  Pembangunan  Nasional
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tecntang
Perimbangan Kcuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah  Daerah (L.embaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tcntang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Dacrah dan Rctribusi Daerah (Lcmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5409);
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Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lecmbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pcmerintah  Nomor 28 Tahun 1972
tentang Perubahan Nama dan Pecmindahan Tempat
Kedudukan Pemerintah Republik Indonesia Daerah
Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);

Peraturan Pcmerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pcmerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pcngelolaan  dan  Pertanggungjawaban
Kceuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Pecraturan Pclaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 5539);

Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan
Dacrah, scbagaimana tclah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 8
Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja  Pemerintah Desa (Lembaran  Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor &);
Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 12
Tahun 2006 tentang Kedudukan Kecuangan Kepala
Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 12);
Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 13
Tahun 2006 tentang Sumber-Sumber Pendapatan
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo
Tahun 2007 Nomor 13};

Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 17
Tahun 2006 tentang Pecrencanaan Pembangunan
Desa (Lembaran Dacrah Kabupaten Situbondo
Tahun 2007 Nomor 17);



Menetapkan

19. Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 2
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Dacrah
Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);

20. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 85 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun
2011-2015 (Lembaran Dacrah Kabupaten
Situbondo Tahun 2010 Nomor 85) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo
Nomor 54 Tahun 2014 (Lembaran Dacrah
Kabupalten Situbondo Tahun 2014, Nomor 54).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENYALURAN ALOKAS] DANA DESA DAN BAGIAN
DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH DI KABUPATEN SITUBONDO.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dacrah adalah Kabupaten Situbondo.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Situbondo.

3. Bupati adalah Bupati Situbondo.

4. Dinas Pendapatan, Pengelola Kcuangan dan Asct
Dacrah yang sclanjutnya disingkat DPPKAD adalah
Dinas Pendapatan, Pengelola Kcuangan dan Ascl
Daerah Kabupaten Situbondo.

5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan
Aset Dacrah yang sclanjuinya disingkat Kcpala
DPPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola
Kcuangan dan Asct Dacrah Kabupaten Situbondo.

6. Kepala Bagian Pemecrintahan adalah Kepala Bagian
Pemerintahan  Sckretariat Dacrah Kabupaten
Situbondo.

7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan
urusan pecmerintahan olch pemcrintah dacrah dan
DPRD menurut asas olonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi yang scluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Rcepublik
Indonesia scbagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Dasar 1945,
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Kecamatan adalah wilayah kerja Camat scbagai
pcrangkat dacrah Kabupaten Situbondo.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas-batas.wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
sctempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat
sctempat yvang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan olch Pemerintah Desa dan BPD dalam
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
sclempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
sctempat yvang diakui dan dihormati dalam sistem
Pcmerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang sclanjutnya
discbut BPD adalah lembaga yang merupakan
perwujudan  demokrasi  dalam  penyclenggaraan
pcemerintahan desa scbagal unsur pcenyclenggara
Pemerintahan Desa.

. Lembaga Pecmberdayaan — Masyarakat Desa yang

sclanjutnya discbut LPMD adalah lembaga yang
dibentuk olch masyarakat sesuai dengan kebutuhan
dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam
memberdayakan masyarakat.

Alokasi Dana Desa yang sclanjutnya discbut ADD
adalah Dana yang dialokasikan olch Pemerintah
Kabupaten Situbondo untuk Desa yang bersumber
dari bagian Dana Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang
ditcrima oleh Kabupaten Situbondo dan bagian hasil
Pajak Daerah scrta Retribusi Daerah.

Pajak Daerah yang selanjutnya discbut Pajak adalah
kontribusi wajib kepada Dacrah yang terutang olch
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan  tidak
mendapatkan  imbalan  secara langsung dan
digunakan untuk keperluan Dacrah bagi scbesar-
besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi adalah  pungutan  dacrah  scbagai
pcmbayaran atas jasa atau pcmberian 1zin tertentu
yang khusus discdiakan dan/atau dibcrikan olch
Pemerintah Dacrah untuk kepentingan orang pribadi
atau Badan.
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Dana Perimbangan adalah dana yang bersumbcr
dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) yang dialokasikan kcepada Dacrah
untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka
pelaksanaan Descentralisasi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang
sclanjutnya discbut APBDcsa adalah rencana
kcuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas
dan disetujui bersama olch Pemerintah Desa dan
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang
ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pcmbinaan adalah pemberian pedoman, standar

pelaksanaan, perencanaan, penclitian,
pengembangan, bimbingan, pcendidikan dan
pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring

pengawasan umum dan cvaluasi pclaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan desa.

Alokasi Dana Dcsa Minimal yang selanjutnya discbut
ADDM adalah bagian dari ADD yang dialokasikan
kepada Desa dengan besaran yang sama setiap
Desa.

Alokasi Dana Decsa Proporsional yang selanjutnya
discbut ADDP adalah bagian dari ADD yang
dialokasikan kepada Desa dengan besaran scsuail
dengan hasil pcnghitungan atas variabel-variabel
yang ditctapkan.

Variabel Kemiskinan adalah jumlah rumah tangga
sangat miskin desa yang bersumber dari data Badan
Pusat Statistik (BPS) Situbondo.

Variabel Pendidikan Dasar adalah jumlah anak usia
sckolah dasar yang tidak bersekolah di desa yang
bersumber dari data Kantor Keluarga Berencana
Kabupaten Situbondo.

Variabel Produksi Tanah Kas Desa yaitu Penghasilan
Tanah Kas Desa (TKD) yang berasal dari data
APBDes tahun scbelumnya.

. Variabcl Keschatan adalah tingkat keschatan

masyarakat desa yang kurang gizi yang bersumbecer
dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
Variabel Keterjangkauan yaitu jarak desa dengan
Ibukota Kecamatan (Km), kecuali untuk desa di Kota
Kecamatan dihitung 1 km yang bersumber dari data
Badan Percncanaan Pembangunan Dacrah
Kabupaten Situbondo.

Variabel Jumlah Penduduk yaitu jumlah penduduk
desa berdasarkan data yang bersumber dari Badan
Pusat Statistik (BPS} Situbondo.



28.

29.

(1)

(2)

(1)

Variabel Potensi Ekonomi yaitu rcalisasi dari Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak dan Rectribusi
yang bersumber dari data Dinas Pendapatan,
Pengelola Keuangan dan Asct Daecrah Kabupaten
Situbondo.

Variabel Luas Wilayah Desa yaitu luas wilayah desa
berdasarkan sumber data dari Badan Pusat Statistik
(BPS) Situbondo.

BAB 1I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud pemberian ADD dan Bagian dari hasil
pajak Dacrah dan Retribusi Dacrah adalah untuk
membiayai program Pemerintahan Desa dalam
melaksanakan  kegiatan  pemerintahan  dan
pemberdayvaan masyarakat.

Pemberian ADD dan Bagian dari hasil pajak Daerah

dan Retribusi Dacrah bertujuan untuk :

a. meningkatkan penyelenggaraan pemecrintahan
desa dalam peclaksanaan pembangunan dan
kemasyarakatan scsuai dengan kewenangannya;

b. meningkatkan kemampuan lembaga
kcmasyarakatan dalam pcrencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian pembangunan
sccara partisipatif sesuai dengan polensi desa;

¢. mecningkatkan pemerataan pendapatan,
kescmpatan kerja dan kesempatan berusaha
bagi masyarakat desa;

d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong

masyarakat.
BAB III
PRINSIP PENGELOLAAN
Pasal 3

Pengelolaan keuangan ADD dan Bagian dari hasil
Pajak Daecrah dan Retribusi Dacrah mecrupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari pengcelolaan
keuangan desa dalam APBDcesa dan dilaksanakan
dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan
terkendali.



(2)

Scluruh kegiatan yang didanai olch ADD dan Bagian
dari hasil pajak Dacrah dan Retribusi Dacrah
direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara
terbuka  dengan  melibatkan  scluruh  unsur
masyarakat di desa serta meningkatkan dan
memfungsikan lembaga masyarakat yang ada beserta
komponcn masyarakat yang lain.

Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan
sccara administratif, tcknis, dan hukum scrta harus
dapat dilestarikan dan  dikembangkan secara
berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui
partisipasi masyarakat.

BAB IV
SASARAN
Pasal 4

Sasaran pcemberian ADD dan Bagian dari hasil Pajak

Daerah dan Retribusi Dacrah adalah 132 (scratus tiga

puluh dua) desa yang terscbar di 17 (tujuh belas)

Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Situbondo.

Sasaran pemberian ADD dan Bagian dari hasil Pajak

Dacrah dan Retribusi Dacrah diarahkan untuk:

a. peningkatan kemampuan Aparat Pemcrintahan
Desa dalam mclaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya sesuai dengan kewenangan desa;

b. pcningkatan peran pemerintah desa  dalam
memfasilitasi penyclenggaraan  pembangunan
desa dcengan pola partisipatif;

¢. peningkalan  sarana dan  prasarana fisik
(infrastruktur) desa;

d. peningkatan daya dukung kemampuan kcuangan
desa dalam melaksanakan otonomi desanya sesuai
dengan asal usul adat istiadat setempat.

BAB V
SUMBER DANA
Pasal 5

Sumber Dana terdiri dari

a.

b.

Dana Perimbangan Kcuangan yang diterima
Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sctelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Dacrah kepada
Desa scbesar 10% (scpuluh per scratus) dari relasisasi
penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Dacrah.



BAB VI
TAHAPAN PELAKSANAAN DAN MEKANISME
PENCAIRAN
Bagian Kesatu
Tahapan Pelaksanaan
Pasal 6

(1) Tahapan pclaksanaan ADD dan Bagian dari hasil
Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah terdiri dari :

a. tahapan persiapan;

b. tahapan perencanaan; dan

c. lahapan pelaksanaan.

(2) Tahapan persiapan scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, terdiri dari :

a. penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa ;

b. pcnectapan besaran ADD dan Bagian dari hasil
Pajak Daerah dan Rectribusi Dacrah untuk
masing-masing desa;

c. pelaksanaan sosialisasi untuk memberikan
penjelasan tentang hal-hal yang terkait dengan
pclaksanaan ADD dan Bagian dari hasil Pajak
Dacrah dan  Retribusi  Dacrah, berupa
pcnycbarluasan informasi kepada institusi yang
terkait pelaksanaan ADD dan Bagian dan hasil
Pajak Dacrah dan Retribusi Dacrah.

(3) Tahapan perencanaan scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk menyusun
usulan kegiatan yang akan dilaksanakan dan
didanai dari ADD dan Bagian dari hasil Pajak
Dacrah dan Retribusi Dacrah.

(4) Tahapan perencanaan scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :

a. pclaksanaan kegiatan sosialisast program-
program Pemecrintahan Desa dan program
pcmberdayaan masyarakat yang dircncanakan
olch desa melalui forum tingkat dusun dan
pemberitahuan besaran ADD dan Bagian dari
hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daecrah untuk
masing-masing desa;

b. pclaksanaan musyawarah untuk menyusun
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
dengan  ketentuan bahwa semua Rencana
Penggunaan Dana (RPD) Alokasi Dana Desa
(ADD) dan Bagian dari hasil Pajak Dacrah dan
Retribusi Daerah harus masuk dalam APRBDesa;
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C. pcnyusunan Rencana'Pcnggunaan Dana (RPD)
ADD dan Bagian dari hasil Pajak Dacrah dan
Retribusi Daerah  untuk penyelenggaraaan
pemerintahan desa, pembangunan  dcsa,
pembinaan kemasyarakatan desa dan
pemberdayaan masyarakat desa, dengan contoh
format sebagaimana tersebut dalam Lampiran
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan Peraturan Bupati ini.

(5) Tahapan pelaksanaan scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢, terdirn dari :

a. penunjukan Bendaharawan Desa  dengan
Keputusan Kepala Desa, lengkap dengan nomor
rckening kas desa dan disampatkan kcepada
Bupati Situbondo cq. Kepala Bagian
Pemerintahan meclalui Camat;

b. penycrahan dana ADD dan Bagian dari hasil
Pajak Daecrah dan Retribusi Daerah kcpada
pthak ketiga wajib discrtair  berita acara
penyerahan dana  dengan  contoh  format
scbagaimana tersebut dalam Lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Mekanisme Pencairan
Pasal 7

Kepala SKPD/Kcepala Unit Kerja (Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran) yang
membidangi, mengajukan permohonan permintaan
pembayaran kepada Kcpala DPPKAD sclaku PPKD,
dengan mclampirkan dokumen persyaratan antara
lain :

a. surat permohonan pencairan ADD dan Bagian dari
hasil Pajak Daecrah dan Retribusi Daerah kcpada
Bupati Situbondo Cqg. Kepala Bagian Pemcrintahan
dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam
Lampiran Pcraturan Bupali ini;

b. fotokopi buku rckening rekening kas pemcrintah
desa;

c. surat/nota dinas dari Kepala DPPKAD/Kepala Unit
Kerja yang membidangi pengusulan Dana
Pembcerian Belanja Bantuan Kcuangan yang telah
disetujui olch Bupati Situbondo;

d. Keputusan Bupati Situbondo tentang Pemberian
Bantuan Keuangan Kepada Penerima Bantuan;
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tanda terima SP2D;

sural pernyataan tentang kesanggupan

menyclesaikan laporan pertanggungjawaban

penggunaan dana dengan dilampiri bukti-bukti
pengeluaran yang sah;

verifikasi SPJ sebelumnya:

1. pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD)
Bendahara Pengcluaran PPKD  mengajukan
Surat Permintaan Pcmbayaran (SPP) kcpada
Pengguna Anggaran PPKD  melalui  Pcjabat
Pcnatausahaan Kcuangan (PPK) DPPKAD yang
terdiri dari:

a) surat pengantar SPP-LS;
b) ringkasan SPP-LS;
¢) rincian SPP-LS.

2. pencrbitan Surat Perintah Mcmbayar (SPM)
Dalam hal kelengkapan dokumen SPP yang
digjukan dinyatakan lengkap, maka Pengguna
Anggaran PPKD menerbitkan Surat Perintah
Membayar (SPM). Dokumen SPM diterbitkan
untuk Kepala Scksi Perbendaharaan pada
Bidang Akuntansi, Perbendaharaan dan Aset
pada DPPKAD dalam rangka penerbitan Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D).

3. penerbitan  Surat  Perintah  Pencairan  Dana

(SP2D)
Dalam hal kclengkapan dokumen SPM yang
diajukan dinyatakan lengkap, maka Kuasa BUD
mencerbitkan SP2D yang dapat dicairkan mclalui
Bank Jatim Cabang Situbondo.

4. mckanisme — pertanggungjawaban  Pengguna
Anggaran pada Bclanja Bantuan Keuangan.
Sctelah  pencrimaan  SP2D, tanggungjawab
pelaksanaan bantuan sepcnuhnya berpindah
kepada penerima bantuan. Pertanggungjawaban
bantuan sosial dan bantuan  kecuangan
dilaksanakan olch penerima bantuan sclaku
obyck pemeriksaan dalam bentuk laporan
pertanggungjawaban  penggunaan dana dan
bukti-buklti lainnya yang sah.
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Bagian Ketiga
Tahapan Pencairan
Pasal 8

Pencairan ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daecrah dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap,
yaitu :

a. tahap I (satu) scbesar 50% (lima puluh per seratus) dart
nilai total ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah sctiap desa, dengan dilampiri:

1. surat permohonan pencairan dana ADD dan
Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, dengan contoh format sebagaimana
tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;

2. Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD  dan
Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Dacrah dan Rencana Penarikan per Caturbulan,
dengan contoh format sebagaimana tersebut
dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;

3. Keputusan Kepala Desa tentang Penctapan
Bendaharawan Desa;

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dcsa
(APBDesa) Tahun Anggaran berjalan,;

5. rekomendasi  kebenaran dan  kelengkapan
persyaratan administrasi usulan pencairan ADD
dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Dacrah tahap I (satu) yang telah ditandatangani
oleh Tim Pendamping ADD dan Bagian dari hasil
Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah Tingkat
Kecamatan dengan contoh format sebagaimana
terscbut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

b. tahap Il (dua) sebesar 50% (lima puluh per seratus)
dapat dibayarkan apabila ADD dan Bagian dari hasil
Pajak Dacrah dan  Retribusi Daerah yang
diterimakan pada tahap 1 (satu) telah diterima
pertanggungjawabannya, dengan dilampiri:

1. surat permchonan pencairan ADD dan Bagian
dari hasi] Pajak Daerah dan Rectribusi Daerah
tahap II {dua), dengan contoh format sebagaimana
terscbut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;

2. surat perjanggungjawaban (SPJ} ADD dan Bagian
dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
tahap [ (satu) yang telah diverifikasi kebenaran
dan kelengkapannya oleh Tim Pendamping ADD
dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Dacrah Tingkat Kecamatan;
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3. rckomendasi atas kebenaran dan kelengkapan
persyaratan administrasi usulan pencairan ADD
dan Bagian dari hasil Pajak Dacrah dan Retribusi
Dacrah tahap II (dua) yang telah ditandatangani
olch Tim Pendamping ADD dan Bagian dar hasil
Pajak Dacrah dan Retribusi Dacrah Tingkat
Kccamatan, dengan contoh format sebagaimana
terscbut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 9

Pelaporan merupakan proscs penyampaian data dan
informasi mengenai perkembangan atau kemajuan
scliap tahapan dalam pclaksanaan program, yang
dilaksanakan sccara berjenjang mulat dari Desa,
Kccamatan dan Kabupaten.

Pasal 10

Jenis laporan pelaksanaan ADD dan Bagian dari hasil
pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri dan :

a. laporan bulanan;

b. laporan akhir.

Pasal 11

Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 huruf a merupakan laporan mengenai pclaksanaan
penggunaan ADD dan Bagian dari hasil pajak Daerah
dan Retribusi Daerah yang dibuat secara rutin sctiap
bulannya.

Pasal 12

Komposisi laporan bulanan secbagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 huruf a meliputi :

a. kegiatan ADD dan Bagian dari hasil pajak Dacrah
dan Retribusit Daerah;

b. pcrkembangan kegiatan penggunaan ADD dan
Bagian dari hasil pajak Daerah dan Retribusi
Dacrah.

Pasal 13

Bendahara Desa menyampaikan laporan bulanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 hurufl a kepada
Tim Pendamping ADD dan Bagian dari hasil pajak
Daerah dan Retribusi Daerah Tingkat Kecamaltan yang
diketahui Kcpala Dcsa sctiap bulan sclambat-
lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.
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Pasal 14

Tim Pendamping ADD dan Bagian dari hasil pajak
Dacrah dan Retribusi Daerah Tingkat Kecamatan
menyampaikan  bendel laporan rckapitulasi dari
seluruh laporan tingkat Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 kepada Bupati setiap bulan selambat-
lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya, dengan contoh
format scbagaimana terscbut dalam Lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
Peraturan Bupali ini.

Pasal 15

(1) Laporan akhir pelaksanaan ADD dan Bagian dari
hasil pajak Dacrah dan Rectribusi Dacrah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b
berupa buku laporan akhir pelaksanaan
penggunaan ADD dan Bagian dari hasil pajak
Dacrah dan Rctribusi Dacrah dari masing-masing
desa yang disampaikan secara hirarki dari
Bendahara Desa kepada Tim Pendamping ADD
dan Bagian dari hasil pajak Daerah dan Retribusi
Dacrah Tingkat Kecamatan untuk diinventarisir
dan selanjutnya dikirim kepada Bupati.

(2) Laporan akhir dari pelaksanaan ADD dan Bagian
dari hasil pajak Daerah dan Retribusi Dacrah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b
disusun dalam bentuk buku dengan materi
mencakup tentang perkembangan pelaksanaan
dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan
rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan
ADD dan Bagian dari hasil pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

Pasal 16

Batas waktu penyampaian laporan akhir pelaksanaan
ADD dan Bagian dari hasil pajak Dacrah dan Retribusi
Daerah kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (1), paling lambat minggu keempal bulan
Desember tahun berjalan.

Pasal 17

Susunan laporan akhir pclaksanaan ADD dan Bagian

dari hasil pajak Dacrah dan Retribusi Dacrah

scbagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2),

sebagai berikut :

a. pendahuluan;

b. program kerja bidang pemerintahan desa dan
pemberdayaan masyarakat;

c. pelaksanaan penggunaan ADD dan Bagian dari hasil
pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

d. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan
Kegiatan ADD dan Bagian dari hasil pajak Dacrah
dan Retribusi Daerah;
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c. cvaluasi;
f. kesimpulan dan saran;
g. pcnutup.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban
Pasal 18

(1} Pertanggungjawaban operasional pelaksanaan ADD
dan Bagian dari hasil pajak Daerah dan Retribusi
Dacrah sccara keseluruhan dilaksanakan oleh
Kepala Desa.

(2) Bentuk dan tata cara pertanggungjawaban sccara
administratif dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

{3) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pelaksanaan
ADD dan Bagian dari hasil pajak Daerah dan
Retribusi  Daerah, selain  dibuktikan dengan
kuitansi juga dilengkapi dengan bukti pendukung
lainnya yang sah.

BAB VIII
PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI
Bagian Kesatu

Pengawasan
Pasal 19

Pola pcngawasan pengelolaan ADD dan Bagian dari
hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan
oleh :

a. pengawasan fungsional, dilaksanakan oleh
Inspektorat Kabupaten Situbondo;

b. pengawasan melekat, dilaksanakan oleh Tim
Pendamping ADD dan Bagian dari hasil pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

c. pengawasan operasional, dilaksanakan oleh
masyarakat melalui BPD.

Pasal 20

Pengawasan dapat dilakukan dalam sctiap tahapan
pelaksanaan ADD dan Bagian dari hasil Pajak Dacrah
dan Retribusi Dacrah, antara lain :

a. proses perencanaan, lerkait dengan perencanaan
penggunaan ADD dan Bagian dari hasil Pajak
Dacrah dan Retribusi Dacrah yang didasarkan pada
skala prioritas pecmbangunan desa;
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b. proses pencairan dana ADD dan Bagian dari hasil

Pajak Dacrah dan Rctribusi Dacrah dari rckening
kas Desa harus dengan rekomendasi Camat scsual
anggaran kas desa, dan untuk pencairan kegiatan
bulan berikutnya pengelola harus mempertanggung
jawabkan penggunaan dana bulan sebclumnya
untuk selanjutnya dapat mencairkan dana bulan
berikutnya dari rckening kas Desa juga harus
dengan rckomendasi dari Camat;

>, proscs pelaksanaan kegiatan yang didanai dari ADD

dan Bagian dari hasil Pajak Dacrah dan Retribusi
Dacrah terkait dengan jadual dan cfisiensi atau
kclayakan pcmbiayaan yang scharusnya
dialokasikan dan tcrtib administrasi pembukuan
dana ADD dan Bagian dari hasil Pajak Dacrah dan
Retribusi Dacrah.

Pasal 21

(1) Dalam hal terjadi pcenyimpangan alau

penyalahgunaan ADD dan Bagian dar hasil Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah pada tingkat Decsa,
secara hirarkis disclesaikan olch Desa, namun
apabila tidak dapat diselesaikan dapat dilanjutkan
ke tingkat Kecamatan, dan apabila keccamatan
tidak dapat mcnyclesaikan maka Camat mengambil
langkah melaporkan permasalahan (pcnyimpangan
dan penyalahgunaan ADD dan Bagian dari hasil
pajak Dacrah dan Retribusi Dacrah) kepada Bupati
melalui Inspcktiur Kabupaten Situbondo.

(2) Apabila hasil pecnclitian awal mengindikasikan

adanya penyimpangan atau pcnyalahgunaan ADID
dan Bagian dari hasil Pajak Dacrah dan Retribusi
Daerah, maka dilakukan pcnyclesaian scsuai
dengan tata cara/aturan yang berlaku olch Aparat
Pengawas Fungsional, yaitu dilakukan olch pejabat
yang berwenang meliputi Inspcktorat, BPKP dan
BPK.

Bagian Kedua
Monitoring
Pasal 22

Monitoring dilakukan seccara berjenjang dari tingkat
Kabupaten ke tingkat Kecamatan, sesual dengan
kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.
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Bagian Ketiga
Evaluasi

Pasal 23

(1) Evaluasi ADD dan Bagian dari hasil pajak Dacrah
dan Retribusi Dacrah terdiri atas :
a.cvaluasi program;dan
b.evaluasi kegiatan.

(2) Evaluasi program scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk menilai tingkat
cfcktifitas pengelolaan ADD dan Bagian dari hasil
Pajak Dacrah dan Retribusi Dacrah.

(3) Evaluasi kegiatan scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk menilai
tingkat ckonomis dan cfisiensi pclaksanaan
kegiatan yang mendapatkan ADD dan Bagian dari
hasil Pajak Dacrah dan Retribusi Daecrah.

(4) Hasil cvaluasi scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) dijadikan dasar upaya perbaikan
terhadap kelemahan maupun hambatan
permasalahan pada masa mendatang.

BAB IX
INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN DAN
PENGGUNAAN DANA

Pasal 24

Keberhasilan pengelolaan ADD dan Bagian dari hasil

pajak Dacrah dan Retribusi Dacrah diukur dari :

a. meningkatnya pecngetahuan masyarakat tentang
adanya ADD dan Bagian dari hasil Pajak Dacrah dan
Retribusi Dacerah;

b. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam
musyawarah perencanaan pembangunan tingkat
Desa;

c. mcningkatnya pengetahuan masyarakat tentang
pertanggungjawaban penggunaan ADD dan Bagian
dari hasil Pajak Dacrah dan Retribusi Dacrah olch
Pemerintah Desa.
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Pasal 25

Keberhasilan penggunaan ADD dan Bagian dart hasil

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diukur dari :

a. kegiatan yang didanai scsuai dengan yang tclah
dircncanakan dalam APBDecs;

b. daya serap (realisasi) keuangan scsuai yang
ditargetkan;

¢. tingkat penycrapan lecnaga kerja yang tinggi,

d. besarnya jumlah pcnerima manfaat, terutama dari
kelompok miskin;

c. tingginya kontribusi masyarakat dalam mecndukung
penggunaan ADD dan Bagian dari hasil Pajak
Dacrah dan Retribusi Dacrah;

f. terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa;

g. mampu bersinergi dengan program-program
pemerintah yang ada di Desa terscbut.

BAB X
PENGHARGAAN DAN SANKSI
Pasal 26

(1) Bupati dapat memberikan penghargaan kcepada
desa yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan
ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan
Retribusi  Daerah sesual dengan kemampuan
keuangan dacrah dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penyimpangan dalam pengelolaan ADD dan Bagian
dari hasil Pajak Dacrah dan Retribusi Dacrah
diberikan  sanksi  sesuail  ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB X1
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Pada saal Pcraturan ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rumusan Dan
Pedoman Alokasi Dana Dcsa Pemerintah Kabupaten
Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun
2014 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar sctiap orang mcengetahuinya, memcrintahkan

pengundangan Pcraturan  Bupati  ini dengan
penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten
Situbondo.

Ditctapkan di Situbondo

pada tanggalu 5 JAL 2015

BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO
Diundangkan di Situbondo

| KR

pada tanggal []_ 5 JAL Ui

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO

-

SYAIFULLAH
BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2015 NOMOR 3



LAMPIRAN Pcraturan Bupati Situbondo
Tanggal :n 5 JAn 2075
Nomor : 3 Tahun 2015

1. Format Berita Acara Penyerahan Dana ADD

BERITA ACARA PENYERAHAN DANA ALOKASI DANA DESA

KECAMATAN ...

Pada hari ini ... tanggal ... bertempat di ......................
Kecamatan ...................... dalam rapat desa dan berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo
Nomor ...... Tahun 2015 tentang ...l di Kabupaten Situbondo dan
Keputusan Bupati Situbondo Nomor ... Tanggal .... tentang Besaran Alokasi Dana Desa dan
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Dacrah Bagi Desa-Desa Dalam Kabupaten  Situbondo
Tahun  Anggaran ....., sclanjutnya tclah dilakukan penycrahan dana yang diterima Desa
........................ Kecamatan ..................... kepada :

NAMEA L

Jabatan

Nama Kegiatan

Jumlah Dana yang diserahkan : Rp. ..................... (tulis dengan huruf)

Penerima dana sebagaimana tersebut di atas, berkewajiban untuk mempentanggungjawabkan
penggunaan Dana sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapatnya dipergunakan scbagaimana mestinya.

Yang Menerima Penyerahan, Yang Menyerahkan,
Ketua PKK/LPMIYL.embaga BENDAHARA DISA
Kemasyarakatan Lainnya*) DESA. *)
( ) ( )
Mengetahui,
Camat. ................... Kepala Desa.......oo....
( ) ( )

Kelerangan : * Diisi sesuai dengan yang menyerahkan dan yang menerima



II.  Format Permohonan Pencairan ADD Tahap I (Satu)

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

KECAMATAN .ivicerinrienneceniaens
KANTOR KEPALA DESA ......cccnnvnninnnirninns
T , Situbondo Kode Pos .......
Situbondo, .........cccoviiie,
Nomor 900/ /431...........720. ... Kepada
Sitat Penting Yth. Sdr. BUPATI SITUBONDO
| ampiran 1 (satu) berkas Melalui Kabag Pemcrintahan Sctda
Perihal Permohonan  Pencairan Kab. Situbondo
Dana ADD dan Bagian dari di-
Hasil Pajak dan Retribusi SITUBONDO
Dacrah Desa......... Kecamatan
Tahap I {Satu)
Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Situbondo Nomor ..... Tahun
2015 tentang ..., di Kabupaten Situbondo dan Keputusan Bupati

Situbondo yang menctapkan Besaran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Ilasil Pajak
dan Retribusi Dacrah Bagi Desa-Desa Dalam Kabupaten Situbondo Tahun anggaran
..... dengan ini mohon dicairkan Pana Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak

dan Retribusi Daerah Desa ................ Kecamatan ...................

Sebesar ( Tahap .......... ) o ORp (ditulis huruf......... }
Alokast T Rpe (ditulis huruf........ )
Sisa T Rpe (ditulis huruf......... )

Yang mempunyai :
- Rekening pada Bank : BPD Jatim cabang Situbondo
- Nomor Rekening PP OO SU SRS TOTRUPTON

sebagai bahan pertimbangan dilampirkan kelengkapan scbagai berikut :

1. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyelesaikan SPJ Tahap [ sebesar 50 %
‘Tahun Anggaran ...... ;

Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Rencana Penarikan per tahap;

Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendaharawan Desa;

..BLJJ[\J

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran ... yang
bersangkutan yang telah disahkan;

Cck List yang telah ditanda tangani olch Tim Pendamping Tingkat Kecamatan;
I'oto Copy Buku Rekening Kas Pemerintah Desa;

IFoto Copy NPWP Bendahara Timlak ADD Desa.

~1 O Lh



Demikian permohonan kami dan atas perkenannya disampaikan terima kasih.

KepalaDesa ..o, Bendahara Desa ...



LII. Format Permohonan Pencairan ADD Tahap Il (Dua)

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

KECAMATAN ....coonirinininnnienns
KANTOR KEPALA DESA ..vvviicciieernennnnns
Tl e , Situbondo Kode Pos .......
Situbondo, ..o
Nomor 900/ /431 120.... Kepada
Silat Penting Yth. Sdr. BUPATI SITUBONDO
[Lamptran 1 {satu) berkas Melalui Kabag Pemerintahan Sctda
Perihal Pcrmohonan  Pencairan Kab. Situbondo
Dana ADD dan Bagian dari di-
Ilasil Pajak dan Retribusi SITUBONDO
Dacrah Desa.......... Kecamatan
Tahap I (Dua)
Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupali'Situbondo Nomor ..... Tahun
2015 (entang .oooovieiiiiieiiie di Kabupaten Situbondo dan Keputusan Bupati

Situbondo yang menetapkan Besaran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak
dan Retribusi Daerah Bagi Desa-Desa Dalam Kabupaten Situbondo Tahun anggaran
..... dengan ini mohon dicairkan Dana Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak

dan Retribusi Daerah Desa ... Kecamatan .......eeeevnneen.
Scbesar ( Tahap .......... ) ORp (ditulis huruf......... )
Alokasi CORp (ditulis huruf......... )
Sisa © Rp. (ditulis huruf......... )

Yang mempunyal :
- Rekening pada Bank : BPD Jatim cabang Situbondo
- Nomor Rekening et e

dan sebagai bahan pertimbangan dilampirkan kelengkapan sebagai berikut :
1. Cek List rckomendasi kebenaran dan kelengkapan persyaratan administrasi usulan
pencairan dana Tahap 11 oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan ;

o

Berita Acara Hasil Verifikasi Kebenaran dan Kelengkapan SPJ Dana Tahap I olch

Tim Pendamping Tingkat Kecamatan ;

3. Surat Perltanggung Jawaban Penggunaan Dana Tahap I sebesar 50 % Tahun
Anggaran ...... :

4. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyelesaikan SPJ ADD Tahap Il scbesar

50 % Tahun Anggaran ...... :



Demikian permohonan kami dan atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Kepala Desa ...................... Bendahara Desa ..............

Mengetahui ;



v,

Format Laporan Pencairan dan Perkembangan Dana

PROGRAM BANTUAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN SITUBONDO
LAPORAN PENCAIRAN DANA ALOKASI DANA DESA DAN PERKEMBANGAN
KEGIATAN ALOKASI DANA DESA

BULAN
DESA
KECAMATAN

KEGIATAN

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

s dst.

Pembinaan Kemasyarakata Masyarakat

Penanggung Jawab
(Kepala Desa

ADD

BIAYA E
Bagi
. "‘fgll;‘“ _ PERKIMB
"; ‘f'jl‘g‘ ANGAN
ast JUMLAIL | KEGIATA
Pajak dan
L N (%)
Retribust
Daerah | -
......... 77, _lahun
Bendahara,
o )




V. Format Berita Acara Verifikasi Kebenaran dan Kelengkapan SPJ

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI KEBENARAN DAN KELENGKAPAN SPJ
TAHAP ...... DESA .......... KECAMATAN ............

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... jam ..... bertempat di Kecamatan ......
telah dilaksanakan verifikasi kebenaran dan kelengkapan SPJ ADD dan Bagian dan lasil Pajak

dan Retribusi Daerah Tahap ... () Desa..... Kecamatan ....., dengan hasil :

“Bahwa SPJ ADD dan Bagian dari Hastl Pajak dan Retribusi Daerah Desa ..... Kecamatan
..... telah dilakukan verifikasi berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, dinyatakan benar dan

fengkap serta dapat dipertanggungjawabkan™.

IDemikian Berita Acara ini dibuat untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di T
Pada Tanggal :..............

KEDUDUKAN |
NO NAMA DALAM TIM TANDA TANGAN
PENDAMPING

[ N R

NoRs RS B e S R £




V1. Format Berita Acara Verifikasi Kcbenaran dan Kelengkapan SPJ

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KECAMATAN.......ccc...
| IO, Telp. (0338) .cocvivreininscnniens Kode Pos .............

REKOMENDASI KEBENARAN DAN KELENGKAPAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI USULAN PENCAIRAN DANA ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHAP I (SATU) TAHUN ANGGARAN ......

Berdasarkan hasil Verifikasi atas Kkebenaran data dan kelengkapan persyaratan
administrasi pengajuan permohonan pencairan dana ADD dan Bagian dari Hasil Pajak dan
Retribusi Dacrah Desa...........ooel Kecamatan ..................... tahap I (satu) dengan hasil
sebagai berikut ¢

I. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran ... yang telah

ditetapkan oleh Kepala Desa dan telah diundangkan dalam Iembaran Desa ( rangkap 4 ).

[

Rekapitulasi penggunaan Alokasi Dana Desa (format Al) asli rangkap 4

od

Rencana Penarikan Dana ADD Per Tahap (format A2) asli rangkap 4

4. Fotocopy Keputusan Kepala Desa tentang Penctapan Bendaharawan Desa (rangkap 4)

3. Surat Permohonan Pencairan dana ADD (format B) asli rangkap 4

6. Surat Pernyataan Kesanggupan menyelesaikan SPJ penggunaan ADD Tahap |

Sebesar 50 % asli rangkap 4

7. Fotocopy Buku Rekening Desa (rangkap 4)

Sclanjutnva Tim Pendamping ADD  Tingkat Kecamatan merckomendasikan agar Camat
menandatangani format Al dan A2 sebagaimana terlampir

Tanggal....bulan ....... tahun .....

"JABATANDALAM | .
NO NAMA . . IFANDA TANGAN
__TIM PENDAMPING

o td e

N

wh

| 9
Keterangan :

II ‘L] benar dan lengkap.



VI1l. Format Rekomendasi Kebenaran dan Kelengkapan Persyaratan Usulan ADD Tahap I
(Dua)

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KECAMATAN....c.ccvunen
H | R Telp. (0338) oevverenrrnnrinne Kode Pos .............

REKOMENDASI KEBENARAN DAN KELENGKAPAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI USULAN PENCAIRAN DANA ALOKASI DANA DESA (ADD)
TAHAP II (DUA) TAHUN ANGGARAN .....

Berdasarkan hasil Verifikasi atas kebenaran data dan kelengkapan persyaratan
administrasi pengajuan permohonan pencairan dana ADD dan Bagian dari Hasil Pajak dan
Retribusi Dacrah Desa................... Kecamatan ... e tahap I (dua) dengan hasil
scbagai berikut :

1. Surat Permohonan Pencairan dana ADD (format B) asli rangkap 4

2. Surat Pernyataan Kesanggupan menyelesaikan SPJ penggunaan Dana Tahap [1

Scbesar 50 % asli rangkap 4

3. Berita Acara lasil Verifikasi Kebenaran dan Kelengkapan SPJ Tahap [ (satu)
4. SPJI ADD Tahap [ (satu) rangkap 2

3. Laporan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa Dan Perkembangan Kegiatan Alokasi

Dana Desa (format k) rangkap 2

6. Fotocopy Buku Rekening Desa (rangkap 4)

Selanjutnya Tim Pendamping Tingkat Kecamatan merekomendasikan agar Camat menandatangani
format Al dan A2 sebagaimana terlampir

Vanggal.....bulan ....... tahun ......

 JABATAN DALAM | -
NO NAMA TANDA TANGAN
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Keterangan :

‘ v} benar dan lengkap.



VHL FORMAT REKAPITULASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN ...

Kecamatan P
1esa L e e e

humbah Dana (Rp) oo

Sumber Dana (Rupiah)
Jumlah Bagian dari Hasil
Biaya ADD Pajak & Retribusi Jumlah
Dacrah
] 2 3 4 5 6
I [PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

No Uraian

13 —

)
o
173
=

fod [ —

V IBELANJA TAK TERDUGA

JUMIL.AH

Penanggung Jawab Bendahara
KEPALA DESA

o o i, am—



IX. RENCANA PENARIKAN DANA ADD PER TAHAPAN

soodamatan

Vosi

lmlah Dana tRp)

NO Rincian Belanja Biaya yang Tahap 1 I'ahap #l
Disediakan Jumlah Ket Jumlah Ket
(Rp) {Rp) (Rp)
i 2 3 4 5 & 7
BANTUAN ALOKASI DANA DESA
I [PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
U
s st
Il [PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
T U
Jst
HT APEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
L
Voo st
IV IPEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
I T TP
Vo st
VvV [BELANJA TAK TERDUGA
Situbondo. tgl-bin-tahun
Penanggung Jawab Bendahara
REPALA DESA
[ et eerre e e vreesesa i mrrens e rarrray ) (et eees
Mengetahui
CAMAT e
Lo }
BUPATI SITUBONDO,
DADANG WIGIARTO
[ SRR .




